LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

[

TAHUN 2007

ERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
18 ayat Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, daerah
dapat menetapkan Retribusi Daerah
sesuai dengan kewenangan

otonominya,

Menimbang . a.



Mengingat

b.

bahwa struktur dan besarnya tarif
retibusi  pasar yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Ogan
Komering llir Nomor 6 Tahun 1999
tentang Rertibusi Pasar dipandang
sudah tidak sesuai lagi, untuk itu
periu  dilakukan penyempurnaan
yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Ogan Komering
llir;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Tahun
1858 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 546,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);
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ndang-undang Nomor 32 Tahun
l2J004 ngtlentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran
aerah Nomor 4548),
Bngang-undang Nomor 3_3 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor. 66
Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor _38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
RI  Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737),
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D
AERAH KABUP
OGAN KOMERING ILIR iy

dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR
RETRIBUSI PASAR. e

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini i
yang dimaksud dengan -
g. F[?aerat) adalah Kabupaten Ogan Komering llisr)' ak
- Femerintah Daerah adalah Bupati beserta' Perangkat

Daerah Oton i :
Daerah. " Y39 lain sebagai Badan Eksekutif

c. Bupati adalah Bupati O i i
. _ gan Komering llir :
d. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang menangani

urusan pemeri ihi
Pasar. p rntahan daerah dibidang Pengelolaan

e. Kepala Dinas/Instansj adalah Kepala Dinas/Instansi yang

menangani urusan it si
Pengelolaan Pasar Pemerintahan daerah dibidang

f. Unit Pelaksana Teknis j
_ yang selanjutnya disebut
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi yL;Fr:;

menangani urusan pemerintahan daerah dibidang
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Pengelolaan Pasar yang merupakan unsur pelaksana
operasional di lapangan;

. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan

pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana barang
atau jasa tersedia untuk dijual dan terjadi proses
perpindahan hak milik atau proses jual bel;

. Pasar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah

tempat yang mempunyai batas tertentu yang dikelola baik
oleh Pemerintah Daerah maupun Desa, swasta, koperasi
atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat
berupa Ruko, Kios, Toko, Los, Pelataran atau bentuk
lainnya yang disediakan untuk aktivitas jual beli,

Radius 200 meter adalah bangunan Ruko, Toko, Kios,
Warung dan sejenisnya berada dalam jarak 200 meter
dari lokasi pasar Kabupaten atau pasar potensial lainnya
dalam Kabupaten Ogan Komering llir;

Tempat Keramaian Umum adalah tempat berjualan
barang dan jasa tumbuh dan berkembang dengan
sendirinya pada lokasi tertentu berupa Ruko, Toko, Kios,
Warung, serta pedagang lainnya yang selanjutnya
berkembang menjadi tempat keramaian umum yang
berada pada jalur Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan
Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering llir;

. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar

berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa
dilengkapi dinding ;

Kios adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar
beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit
langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;

- Ruko adalah bangunan Permanen yang bertingkat dua

atau lebih yang berfungsi sebagai tempat berjualan atau
toko dan tempat tinggal ;

- Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan,
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kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas
pasar, pasar tradisional / sederhana yang berupa
halaman / pelataran Los dan atau Kios yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
menunjang kegiatan dan usaha para pedagang dipasar ;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang
digunakan oleh waijib Retribusi untuk melaporkan Objek
Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut  Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT
adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan atas
jumliah retribusi yang telah ditetapkan ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
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retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

denda ; :
;t::jat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas

" keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

diajukan oleh Wajib Retribusi ; o
yBaar:j%n aldalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

' perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

ili tau Daerah dengan
innya, badan usaha milik Negara a ,
Irz\mg dan bentuk apapun persekutuan, pe¢umpula:,
firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi ya ng
sejen,is lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap se
entuk badan usaha lainnya ; : .
. tF)Demeriksaan adalah serangkatan| hkec?;?;arc‘ianuggt
mencari, mengumpulkan dan mengola
i ngka pengawasan
keterangan lainnya dalam_. ra e .
tribusi Daera
atuhan peraturan kewajiban e erah
‘t()?r)dasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi

Daerah ;

z. Penyidikan Tingkat Pidana dibidang Retribusi Daerah

serangkaian tindakan yang dll.akukan. oleh
:(::r‘\l;Zik Pegagvai Negeri Sipil yang selanjutnya k(:ilse::t
Penyidik, untuk mencari serta men.gumpu“.(an bud'b'zjang
dengan bukti itu membuat terang .tmdak pidana dibi ka?\
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemu

tersangkanya.
BAB |l
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

ibusi i tribusi atas
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi
Pela%anan penyediaan fasilitas pasar, pasar tradusuon:_l /
sederhana yang berupa halaman / pelataran, Los atau Kios
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yang dikelola oleh Pemeri
Aot untiik pedagang.‘enmah Daerah, dan khusus Pasal 6

G e (N Pengelolaan dan Pembinaan Teknis pasar dalam
wilayah Kabupaten Ogan Komering llir dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang
menangani urusan pemerintahan daerah dibidang

Pengelolaan Pasar;

oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Pembangunan pasar yang dilaksanakan oleh
pemerintah  Daerah bekerjasama dengan Pihak

(2) Pelayanan Penyediaan fasili
. litas beru
cljil::le\;an;rEh dan pedagang lainnya yang (;,a},mkiR :tka% Ketiga/Swasta dengan lahan yang disedia_kan oleh
g dplhak swasta atau perorangan dalam ‘ Pemerintah Daerah, setelah pembangunan ﬁsn_k sglesal,
aiaiuslr s (I ua ratus ) meter dari lokasi pasar tidak | maka bangunan tersebut diserahkan dan menjadi asset
(3) Tidak fe nan am objek retribusi. Pemerintah Daerah beserta pengelolaannya;
sl asuk dalam” objek retribusi adalah (3) Pihak Ketiga/Swasta hanya diberi kewenangan batasan
dikelofa 0'eit:('l‘n)!edlaan fasilitas pasar yang dimiliki atau pemasaran dengan jangka waktu maksimum 5 (lima)
lebih dari r d_plhak swasta maupun perorangan yang tahun setelah penyerahan fisik pembangunan,
St adius 200 ( dua ratus ) meter dari lokasi (4) Setiap orang atau badan yang akan membangun Ruko,
’ , Toko, Kios, Warung Pusat Perbelanjaanlswalayanl
mal/mini market dalam radius 200 meter dari pasar dan
pusat keramaian umum lainnya hatus mendapat izin
atau rekomendasi dari Bupati melalui Kepala
Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan
daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

(1) Objek Retribusi adal
ah pelayanan penyedi ili
p:;at;, pasar tradisional / sederhanap,e b:ru;;:ar?alf:rsr:gt:sl
p ran Los dan atau Kios yang dimiliki dan dikelola

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah
orang atau badan
menggunakan pelayanan penyediaan berbagai fas)illiatgg

pasar.
Pasal 5 BAB IV
Rstiibusi passr:digol ‘ CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis

BAB il
tempat dan kelas pasar yang digunakan.

WEWENANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN




(1)

(2)

3)

4)

: BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan
besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup
biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas
pasar dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

Penyediaan pelayanan fasilitas pasar sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan Ruko, Kios,

Los dan fasilitas lainnya yang disediakan Pemerintah ‘

Daerah dengan status Hak Guna Pakai (HPG) selama

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditanda |

tanganinya kontrak pertama atau sejak diterbitkannya
Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT) penghuni
pertama.

Pemindahan Hak Guna Pakai berupa jual beli atau oper

nama lain harus mendapat izin Bupati melalui
Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan
daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya

biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman,
operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 9

Klasifikasi pasar ditetapkan sebagai berikut :

1.

Klasifikasi | adalah Ruko, Toko, Kios dan Los atau

pusat perbelanjaan serta fasilitas lainnya yang terletak

di Ibukota Kabupaten;
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(2)

&)

i i 1l adalah Ruko, Toko, !
';:J::\ssa‘?k;)a:rbelanjaan serta fasilitas lainnya yang terletak

di Ibukota Kecamatan atau pada tempat keramaian
umum lainnya dalam wilayah Kecamatan;

i il a \
';:?ssa'?k;:r'belaniaan serta fasilitas lainnya yang berada

i altradisional,
iwilayah desa atau pasar des
?(!asif?kasi Pasar sebagaimana tersebut pa

dan

ko, Kios dan Los atau

dalah Ruko, Toko, Kios dan Los atau

da ayat (2)

sesuai

ayat (3) dapat

ditingkatkan
perkembangannya. "

BAB Vii
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur tarif digolongkar; b(i;?:;anrkaé\ue(eonlsmfgssng:rs‘
ang terdiri atas halama_n pe ; . K

thaS Los, luas lokasi dan jangka waktu peg\aakam:;\.( i
Fasilitas sebagaimana dquaksud pe; o rﬁn .
termasuk bangunan Ruko, Kios, Toko a gn e
pedagang lainnya yang dikelola oleh pe:oraggri e
swasta dalam radius 200 (dua ratus) meter

tau keramaian lainnya, ‘
ng(:rsiasebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

if dan kelas pasar
menentukan besarnya tarif
lsjcra\:)lfa\kgaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah

Ink.

Pasal 11

i ibusi ian berbagai fasilitas
B tarif retribusi atas pemakaian '
P:::rm;:ng disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dan

ditetapkan sebagai berikut :
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(a). PASAR KELAS |

NO. JENIS FASILITAS UKURAN | BESARNYA TARIF
(Rp.)
1. | 1. RETRIBUS! HARIAN
a. LOS 2x25m 20.000,-butan
2x3m
3x3m
b. KIOS 2x25m 50.000,-/butan
2x3m
3x3m
¢ RUKO 3x4m 100.000,-/butan
3x6m
4x6m
d.  PELATARAN/HAMPARAN DAN PEDAGANG LAIN 1x2m 500,-Mhari
2x2m 500,-/han
e. BANGIJNAN DALAM RADIUS 200 M DARI LOKASI
PASAR ATAU TEMPAT KERAMAIAN UMUM LAINNYA.
1)  RUKO - 1.000,-hari
2) TOKO 500,-hari
3) KIOSWARUNG 500,-Mari
4)  PEDAGANG LAINNYA 500,-hari
f.  MCK 500, -/kali
2. SURAT PENUNJUKAN IZIN
TEMPAT (SPIT)
a. LOS 25.000 -tahun
b. KIOS 30.000 -tahun
c¢. RUKO 10Q.000,-tahun
3. BALIK NAMA HGP/SPIT
a. LOS 200.000,-/transaksi
b. KIOS - 250.000,transaksi
c. RUKO - 10 % dari harga
dasar
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(b). PASAR KELAS Il

JENIS FASILITAS
T RETRIBUSI HARIAN
a. LOS
b. KIOS
. SEMI PERMANEN
- PERMANEN
¢ RUKO

4. PELATARAN/HAMPARAN DAN PEDAGANG
LAINNYA

NAN DALAM RADIUS 200 M DARI
: m| PASAR ATAU TEMPAT KERAMAIAN
UMUM LAINNYA.
- RUKO
- TOKO
- KIOSWARUNG
- PEDAGANG LAINNYA

f.  MCK

2. SURAT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT (SPIT)
- LOS
- KIOS
- RUKO

3. BALIK NAMA HGP/SPIT
- LOS
- KIOS
- RUKO

UKURAN BESARNYA TARIF
2x25 m 20.000,-/buian
2x3m
3x3m
2x25M 30.000,-bulan
2x3m
3x3m
2x25m 45.000,-bulan
2x3m
3x3m
3: 4m 75.000,-/bulan
3x6m
4x6m
1x2m S(K)-Ihan
2 : 2m 500,-Man
1.000,-/hari
500,-han
500,-fhari
500,-/hari
500, -/kali
20.000,-tahun
- 25.000,tahun
- 80.000,-tahun
- 150.000,4wnals_i
- 10 % dar harga
dasar
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(c) PASAR KELAS IlI
NO JENIS FASILITAS UKURA.N BESARNYA TARIF
|
3. | 1. RETRIBUSI HARIAN S
a. LOS
2x25m 15.000,-bulan
2x3m '
3x3m
b. KOS
- SEMI PERMANE
N 2x25 25.000,-/bulkan
2x3m
Ix3m
- PERMANEN
2x25m 30.000,/butan
2x3m '
3x3m
c PELATARAN/ HAMPARAN 1x2m
Ll 500,-/hari
d. PEDAGANG KELILING
MENGGUNAKAN
KENDARAAN BERMOTOR i
ATAU LEBIH Tt
e. PEDAGANG KELILING MENG
GUNAKAN
KENDARAAN RODA DUA oL
DORONG/TARIK gaitec
f. MCK
500,-/kali
2. S\iggT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT (SPIT)
e 15.000,-tahun
e 20.000,-/tahun
60.000,-/tahun
3 B?_%K NAMA HGP/SPIT |
- L0S
T 100.000,-transal
- RUKO & T
10 % dar harga
dasar

Pasal 12

Untuk Los Yyang diubah bentuknya menyerupai Kios
dikenakan tarif tambahan retribusi sebesar 50 % (lima puluh
persen) perbulan atau sesuai tarif yang beriaku.

Pasal 13

Penggunaan tempat dasaran Kios dan Los yang menambah
tempat jualannya (tonjolan) dikenakan kewajiban
pembayaran retribusi pasar dua kali lipat dari tarif yang telah

ditentukan.
Pasal 14

Balik nama Surat Hak Guna Pakai (SHGP) Kios dan Los
dipungut biaya sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari

nilai jual tempat.

Pasal 15

Hasil pungut retribusi pasar disetorkan langsung ke Kas
Daerah  melalui Bendaharawan Penerimaan  pada
Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah

dibidang Pengelolaan Pasar.

BAB Vil
KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Memelihara kebersihan, kerapian, keamanan tempat
dagangan serta inventarisnya sesuai ketentuan yang

beriaku.
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BAB Xi
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Menempatkan dan mengatur barang dagangan secara
teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas
kendaraan atau orang didalam komplek pasar.

(3) Memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai
ketentuan yang berlaku.

(4) Menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi
pedagang kaki lima/musiman yang Dberjualan
dilapangan pasar.

(5) Menyediakan tempat sampah dan alat K3 lainnya.

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu. yang lamanya 1 (satu)
bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 20

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya

BAB X SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
LARANGAN
Pasal 17 BAB Xii
T PENDAFTARAN
(1) Merombak, menambah dan atau merubah bentuk SURA
bangunan tempat kecuali dengan izin Bupati. o

(2) Memperluas tempat dagangannya yang telah
ditetapkan.

(3) Menjual belikan dan memindah tangankan hak guna
pakai tempat tanpa seizin Bupati. .

(4) Menjadikan tempat  berjualan sebagai sarana
menimbun barang dagangan atau gudang.

(5) Menjadikan sebagian tempat tinggal kecuali Ruko.

jib Retribusi wajib mengisi SPORD. '

8; gv:g%g sebagaim{ana dimaksud pada ayat (1) hqrusddl

isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda
tangani oleh waijib retribusi atau !(qasanya. '

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampala;n

SP-ORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.
BAB X

BAB Xill
WILAYAH PEMUNGUTAN
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18
Pasal 22

Retribusi yang dipungut diwilayah atau lokasi tempat
penyediaan sarana pelayanan fasilitas pasar diberikan dalam

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam
Kabupaten Ogan Komering llir.

Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan
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(2

)

(1)
(2)

(1)
(2)

3

menerbitkan
dipersamakan
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan
data baru dan data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, Isi dan tata Cara penerbitan SKRD atauy
dokumen |ain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

SKRD atau dokumen lain  yang

BAB XIv
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.

Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur oleh Pemerintah Kabupaten
melalui Dinas atau instansi yang berwenang.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25

n Surat Teguran / Peringatan / Surat lain
Sae:gg els:jr:nis sebagai awal tindakan pei\al;sa;a%&:\r;
penagihan retribusi dikelua{)kan sengera setelah 7 (tuj

i sejak jatuh tempo pembayaran.

Baa::?;tijgka wakts 7 (tujuh) ha_lri setelah ta}ng'gal ;t;(?g
teguran / peringatan /surgt la.ln yang sejemts,n j
retribusi harus melunasi retnbus‘mya yang terhuta gt -
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ay

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTARSI
Pasal 26

[ ji ibusi ti kan pembayaran
wajib Retribusi tidak melaksgna :
tp;%z?lbaktujatau membayar kurang dari ketentuan tarif yang

menjadi

kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi

admistrasi berupa penutupan semer)tara tempat bgq;;ﬂ:g
oleh Dinas/instansi yang menangani urusan pem&g’nmn A
daerah dibidang Pengelolaaq Pasa_r yang se tdue r Zn
diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) -kah ber_turut—turu g
tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

Pasal 27

i Ruko, Kios,
P ementara tempat berjualan berupa Ruko, Kios,
L:: :tt:zalra‘i:nya dapat dibuka kembali setelgh wajib retribusi
memenuhi pembayaran retribusi terhuta_ng ditambah _d_englag
denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumla

retribusi terhutang.
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BAB Xviii
KEBERATAN

Pasal 28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya

(2)

3)

4)

®)

(6)

(1)

kepada Bupati atay pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan
SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang
jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat
membuktikan kebenaran ketetapan retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atay dokumen
lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila waijib retribusi tertenty dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekeuasaannya.
Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksy pada ayat (2) dan (3) tidak

dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal 29

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

)

3)

(1)

)

@)

@)

(S)

i dapat berupa
san Bupati atas keberata_n
::Z‘r)\f:ma seluruhnya atau _sebagian, menolak atau
ah besarnya retribusi terutang.

E::t?igbjangka waktu sebagaimana dimaksud paadua‘
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak mgrpbenkan subut
Keputusan, maka keberatan yang diajukan terse
dianggap dikabulkan.

BAB XIX _
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

i ibusi jib retribusi
kelebihan membayar retribusi, waji
2;2; mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bt i 6 (enam) bulan
i jangka waktu paling larqa (e
qu:t|d?t§:$;wag permohonan kelebihan pembayaran:
::‘lebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada aya
memberikan keputusan. _
g;ahtﬁlr:sjangka waktu sebagaimaqa -dlmaksud p;da
ayat (2) setelah dilampaui dan Bupati tldak- membl‘iqh:rr:
keputusan, maka permohonan pe:gemg?(IEBlE(Be hla -
ibusi dianggap dikabulkan an
:ieitt:rl:;:&lan dalgagm jangka waktu paling lama 1 (satu)
Pt ibusi i retribusi
ila wajib retribusi mempunyai ptang t
2?::;': kellebihan pembayaran retpbusn_ sebagalmatn'a(
dimaksbd pada ayat (1) langsung qlperpltungkan untu
melunasi terlebih dahulu hutang retn:::; ::rrysebl:'tétribusi
balian kelebihan pem .
sP:t?ag;'i,mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalgr?(
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan seja

diterbitkannya SKRDLB.
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

ddaku!(an setel._ah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan

» 5:f‘;gr’a"te";be"g;ﬂ-maianfbunga, sebesar 2 % (dua
us) sebulan:atas keteri

“kelebihan retribusi. b ambatan Gl imbis

IR

Pasal 3t:s#iudsnin aenpnsis

(1) Permohonan pen balj k i
mohonar 21 elebihan pembayaran
retans‘y dna;%ap secara e ulis kepada Bupati deyngan
sokidrang-Kaiangmfd nmignyebutRan 125 LUK 3
a. nama dan alamat waijib retribusi
b. masa retribusi 0% isasd
¢ besarnya kelebihan pembayaran
uzdv. ‘al;asgn?YBinSMQkabdanf]elasv AESRE b ¥P
( ):.Ze:m:nﬁpgzgembaﬁan kelebihan - pembayaran
| Isampaikan secara langsu i
7 tercatat.? uinsl prileg ubiew g ?g e
(3y- 'qutu:..perﬂgﬁzﬁaamzfsgtens‘%'pejabat -daerah atau bukti
penginman v posnsteraatat s merupakan bukti  saat
permohonan diterima oleh Bupati. <~ -

(¢ Typrsougs Sk R
o DRIEAR 0 gnsmispedss

iby; d"a"\“"»ﬁn dengan

sy rge ol < :‘.i‘ Pl ’. "ul G 65
1) Pengembalian kelebitiar |
erifitahl  membayar __kelebihan

menerbitkan ~‘surat” |
2) retnbUSl CERMOLITYISO i 2 ) .
! Qpab"a kelebihan pembay etribus}, diperhitungkan
o delngam utang.re bu@i v, Sekagainana dimaksud
iguictiie” ah bukuan juga phot L iy | .
<ie: PEmbayaran. ', e, A, Sebagal buk

1

beapomm gaduger. Psapede i
JBYR BOBG TiETE O BnEre
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BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan

dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

memperhatikan kemampuan waijib retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

3)
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 34

(1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila : '
a. diterbitkan surat teguran atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXii
KETENTUAN PIDANA
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Pasal 35 lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang ‘ \
bukti tersebut. I

; rangka 1|l
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan f Meminta bantuan tenzgr;‘aidi:::‘l gﬁljaa“‘“( oi dgna \} ‘w\ i\
Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 pelaksanaan tg%as al‘: Y | ‘
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali :J‘lt;‘;’:r:% 'Gg;"t_’hu:r'm a:;n ‘atau melarang Seseorana?t | 1

i ibusi ] . a sa 1B

2) ndak rzggﬁ: t;ar::;angimaksud pada ayat (1) adalah ’ meninggalkan ;‘g;?;" f)efar‘i‘angnﬁgt ‘,’:‘;’me,iksa |
eianiggaran. Ejeemntei{:;sa:r';ng dan atau dokumen yang dibawa | “Jﬁ
BAB XXl sebagaimana dimaksud pada huruf a. Al

i |
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak ({1 |

PENYIDIKAN idana retribusi daerah.
i Ftz;l?amanggil orang untuk didengar keterangannya “ ‘”1\
Pasaliod " dan diperiksan sebagai tersangka atau saksi. I |
. i .dikan | }\“J:
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan J. Menghekntrl‘kaﬂﬁir)‘z';\{('a 0 lain yang peru .:,ntuk
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik k. Melaku an penyidikan tindak pidana dibidang
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kelgnca@ h menurut hukum yang dapat
Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah. "?t"br:’s' ?;egrjaawabkan
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 P :;%?k ansgé;b agaimana dimaksud pada ayat d(1)
(1) adalah : N . dimulainya  penyidikan an
a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti membe"'ta‘t.'ukamh sil_penyidikannya kepada Penuntut
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak menyampaikan da an ketentuan yang diatur dalam
pidana dibidang Retribusi Daerah atau keterangan Umum, sesual engor 8 tahun 1981 tentang Hukum
atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas. ““dangé%';?‘zng T
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan Acara Pi .
mengenai orang pribadi atau badan tentang BAB XXIV
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah. KETENTUAN PENUTUP
c. Meminta ketrangan dan bahan bukti dari orang Pasal 37
pidana atau badan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah. 2 ka Peraturan
d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen Dengan berlakunya Peraturan -DaﬁﬁhN:;‘r'r'\ng Tahun 1999
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Daerah Tingkat Il Ogan Komering it
retribusi daerah.

tentang Retribusi Pasar serta ketentuan lain yang mengatur
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan dan dokumen-dokumen -
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hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Oktober 2007
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
dto

H. ISHAK MEKKI
Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
dto

H. M. AMIN JALALEN
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